BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1.  Permasalahan Pembangunan
Permasalahan pembangunan merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. 

Dibawah ini diuraikan permasalahan pembangunan yang terjadi berkaitan dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD di Provinsi Bali.
A. Urusan Wajib  

1. Pendidikan

a. Pada tahun 2012, jumlah guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D4 untuk jenjang dikdas masih cukup banyak yakni 38,24% dari total jumlah guru yang sudah memiliki NUPTK sebanyak 50.461 orang.
b. Masih banyak anak usia dini tidak tertampung di lembaga PAUD, sehingga kecerdasan anak tidak tumbuh kembang secara maksimal.

c. Penuntasan wajib belajar dua belas tahun masih menemui beberapa kendala terbukti masih terdapat anak putus sekolah pada jenjang SD dan  SMP, yang diakibatkan oleh berbagai hal seperti (a) apresiasi orang tua rendah, (b) jarak sekolah dengan tempat tinggal jauh, (c) biaya pendidikan yang belum terjangkau, (d) siswa cenderung mencari kerja sebagai buruh atau pembantu rumah tangga, (e) daya tampung SMP dan SMA/SMK terbatas.

d. Masih terdapat siswa drop-out pada SMP dan tamatan SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA. Hal ini terjadi karena beberapa faktor antara lain (a) daya tampung pendidikan menengah masih belum memadai, (b) biaya pendidikan menengah masih belum terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, (c) penyebaran sekolah menengah belum merata. 
Target peningkatan proporsi antara siswa SMA:SMK baru mencapai 62,37:37,63. Hal ini disebabkan karena daya tampung SMA masih terbatas.
2. Kesehatan 
a. Adanya kesenjangan rasio tempat layanan kesehatan dan  petugas kesehatan antar kabupaten/kota di Bali. Misalnya: posyandu relatif sedikit di Kabupaten Jembrana dan Buleleng dibandingkan kabupaten lainnya. Demikian pula halnya dengan rasio petugas kesehatan yang relatif lebih sedikit di Kabupaten Karangasem dan Buleleng dibandingkan kabupaten lainnya.

b. Angka kematian neonatum (bayi umur 0-28 hari) di Provinsi Bali adalah 18 per 1000 kelahiran hidup, angka kematian post-neonatum (diatas 28 hari sampai dibawah 12 bulan) adalah 11 per 1000 kalahiran hidup, angka kematian bayi (umur 0-1 tahun) adalah 29 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian balita adalah 33 per 1000 kelahiran hidup (SDKI, 2012). Target MDGs pada tahun 2015 adalah menurunkan angka kematian bayi menjadi 23 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian balita menjadi 32 per 1000 kelahiran hidup (Bappenas, 2010). Untuk mencapai target MDGs pada tahun 2015 diperlukan upaya-upaya pencegahan yang amat intensif. Kematian neonatum kebanyakan disebabkan oleh faktor-faktor internal (faktor ibu) antara lain: ibu hamil dalam keadaan anemia, kurang gizi, proses persalinan yang kurang baik dan beberapa faktor lainnya,  sedangkan kematian post-neonatum dan kematian balita kebanyakan disebabkan oleh faktor eksternal (lingkungan) antara lain akses air bersih, pemberian ASI ekslusif, cakupan imunisasi dan beberapa faktor lainnya. Strategi pencegahan perlu difokuskan pada faktor-faktor tersebut.
c. Angka kematian ibu karena komplikasi kehamilan dan persalinan berdasarkan data Riskesdas 2010 adalah 107 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan target MDGs pada tahun 2015 adalah 102 per 100.000 kelahiran hidup (Bappenas, 2010). Kematian ibu karena komplikasi kehamilan dan persalinan kebanyakan disebabkan karena perdarahan pada saat kehamilan, perdarahan setelah melahirkan, eklampsia, infeksi, trauma obstetrik, dan beberapa penyebab lainnya (Bina Kesehatan Ibu, Kemenkes, 2011). Kematian biasanya disebabkan karena masyarakat terlambat membawa mereka ke rumah sakit. Untuk menurunkan angka kematian ibu di Provinsi Bali, upaya-upaya pencegahan harus lebih difokuskan di desa-desa dengan rumahtangga miskin karena umumnya mereka tinggal di daerah yang jauh dari pusat desa sehingga sering terlepas dari perhatian petugas kesehatan dan mereka terlambat membawa ke rumah sakit bila terjadi komplikasi karena kehamilan dan persalinannya.
d. Target MDGs pada tahun 2015 sehubungan dengan rumah tangga yang punya akses berkelanjutan terhadap air minum layak di pedesaan dan perkotaan adalah 68,87% (Bappenas, 2011). Sedangkan di beberapa kabupaten di Bali yaitu Kabupaten Jembrana dan Bangli masih sekitar 50% (Profil Kesehatan Prov. Bali, 2012). Ada kemungkinan faktor ini antara lain yang memberikan kontribusi terhadap angka kematian bayi dan balita seperti diuraikan di atas.
e. Pemberian ASI eksklusif pada bayi umur <6 bulan masih rendah yaitu sekitar 20-30% (Suseda 2008, Profil Kesehatan Provinsi Bali 2010 dan 2011). Diperlukan verifikasi terhadap lonjakan laporan puskesmas ke Dinas Kesehatan menjadi sekitar 60-70% pada tahun 2012. Pemberian ASI tidak eksklusif juga menjadi faktor risiko kematian bayi seperti diuraikan di atas.
f. Adanya gap (kesejangan) antara balita gizi buruk yang terjadi di masyarakat (Riskesdas 2010) dengan jumlah balita gizi buruk yang berhasil dijumpai oleh kader dan petugas kesehatan lainnya. Jumlah balita gizi buruk yang berhasil diketemukan oleh petugas di lapangan (kader posyandu, petugas puskesmas, dll) dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Bali sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 hanya 269 anak dan semua dari jumlah ini telah tertangani.  Perkiraan jumlah balita yang mengalami gizi buruk yang ada di Bali sesuai dengan hasil Riskesdas 2010 yaitu sebesar 1,7% atau sekitar  5.690 anak. Hal ini kemungkinan karena anak yang mengalami gizi buruk pada umumnya adalah rumahtangga miskin dan kebanyakan dari mereka bertempat tinggal jauh dari lokasi posyandu atau puskesmas dan tidak datang ketika ada kegiatan penimbangan sehingga mereka terlepas dari pengamatan petugas posyandu atau petugas kesehatan. Selain itu dalam tahun-tahun belakangan ini banyak anak gizi buruk adalah anak-anak yang mengidap AIDS yang tertular HIV dari ibunya saat mereka dalam kandungan. Karena masih tingginya stigma pada kasus AIDS, sering kali odha anak juga terlepas dari pengamatan petugas kesehatan.
g. Rendahnya tingkat konsumsi garam iodium di Provinsi Bali (sekitar 50% pada tahun 2013), jauh di bawah target 90% dan jauh di bawah rata-rata nasional (77,1%) dan terendah urutan kedua setelah Aceh disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: belum adanya regulasi tentang fortifikasi, pengadaan dan distribusi garam iodium di Bali dan demand serta pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan pentingnya konsumsi garam iodium.  
h. Upaya penemuan kasus (case finding) TBC baru sekitar 67%.  Prevalensi TBC berdasarkan Riskesdas tahun 2010 (pada penduduk umur 15 tahun keatas)  adalah 0,3% (berdasarkan pemeriksaan). Jumlah penduduk Bali pada tahun 2010 (Sensus Penduduk 2010) untuk umur 15 tahun keatas adalah 2.584.418 jiwa. Bila dikalikan dengan 0,3% maka perkiraan jumlah penduduk Bali yang menderita TBC pada tahun 2010 adalah sekitar 7.753 orang. Jumlah penderita TBC yang dijumpai dan dilaporkan di Bali sejak tahun 2008 sampai dengan 2012 adalah 8.136 kasus.  Jumlah kasus yang dijumpai selama 3 tahun (tahun 2010, 2011 dan 2012) adalah sebanyak 5.169. Jumlah ini adalah sebanyak 67% dari estimasi jumlah kasus pada tahun 2010 dari hasil Riskesdas dengan mengabaikan adanya penularan baru pada tahun 2011 dan 2012. Dengan kata lain, bila tidak ada kasus baru pada tahun 2011 dan 2012 maka jumlah kasus TBC pada tahun 2010 yang berhasil dijumpai pada tahun 2010, 2011 dan 2012 adalah sebanyak 67%.
i. Permasalahan lain yang juga ada kaitannya dengan pencapaian MDGs adalah HIV-AIDS. Melalui program yang tepat, penularan HIV pada pemakai narkoba suntik telah bisa dikurangi dengan sangat bermakna tetapi penularan melalui hubungan seksual terus menunjukkan kenaikan yang cukup tajam. Penduduk perilaku risiko tinggi yang selalu memakai kondom ditargetkan sebanyak 50% pada tahun 2012, baru tercapai sebesar 38%. Berdasarkan pengalaman di negara-negara lain, untuk mampu menurunkan infeksi baru HIV melalui hubungan seksual diperlukan tingkat pemakaian kondom yang konsisten sebesar 70%. Penularan HIV dari ibu hamil ke bayi dalam kandungan juga terus meningkat dan hal ini akan berdampak pada peningkatan angka kematian bayi dan anak yang juga ada kaitannya dengan target MDGs sebelum tahun 2015 (KPA Provinsi Bali, 2009). Prevalensi HIV-AIDS (persentase kasus terhadap penduduk berisiko) 0,11/100.000 meningkat dibanding tahun 2009 yaitu 0,02/100.000 hal ini disebabkan oleh faktor risiko heteroseksual dan persentase positif HIV pada WPS (Wanita Penjaja Seks) yang meningkat dari 20,5% tahun 2009 menjadi 22,5 % tahun 2010. Dengan upaya-upaya inovatif seperti telah dilaksanakan di Kota Denpasar terlihat bahwa prevalensi HIV pada WPS ada kecendrungan menurun dari 22,5% pada tahun 2010 menjadi 18,2% pada tahun 2012 (Dinas Keseahatan Prov. Bali 2012).
j. Angka kesakitan demam berdarah dengue (DBD) masih tetap tinggi dan kejadiannya berfluktuasi sesuai dengan panjangnya musim hujan. Misalnya, pada tahun 2009 dilaporkan sebanyak 12.574 kasus (pada saat ini musim hujan amat panjang), pada tahun 2010 sebanyak 2.996 kasus dan pada tahun 2012 sebanyak 2.650 kasus. Jumlah kasus terbanyak masih tetap di Kota Denpasar dan nomer dua di Kabupaten Badung terutama Badung bagian Selatan.
k. Kasus gigitan hewan penular rabies sebanyak 60.047 orang meningkat dibanding tahun 2009 yang hanya sebanyak 21.806 orang sedangkan yang diberikan VAR mengalami peningkatan tahun 2010 yaitu  52.152 orang dibanding tahun 2009 yaitu 18.825 orang. Peningkatan kasus gigitan penular rabies disebabkan oleh kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam penanganan hewan penular rabies dengan membiarkan berkeliarannya hewan tersebut setelah divaksinasi.
l. Kurang optimalnya program-program kesehatan wisata (travel health) terutama  upaya pencegahan kesakitan pada wisawatawan yang berkunjung ke Bali terutama wisatawan mancanegara. Selain isu keamanan, isu kesehatan juga amat sensitif dan amat mempengaruhi kunjungan wisatawan mancanegara. Misalnya, ketika ada isu kejadian luar biasa (KLB) kolera di Bali, kunjungan wisatawan langsung menurun. Demikian pula ketika terjadi wabah Penyakit SARS.
m. Meningkatnya penyakit-penyakit non-infeksi (degeneratif) antara lain penyakit jantung koroner, kanker, kencing manis, hipertensi dan lain-lainnya, sedangkan cakupan program-program pencegahan primer (edukasi dan regulasi perubahan perilaku) masih sangat kecil. Demikian pula upaya-upaya untuk deteksi secara dini penyakit tersebut (pencegahan sekunder) masih amat minimal.
n. Adanya masa transisi sistim jaminan kesehatan dari JKBM ke Jaminan Kesehatan Nasional. Besarnya premi pada Jaminan Kesehatan Nasional telah dirancang sebesar  Rp. 23.000,- per kapita per bulan sedangkan besarnya premi dalam Program JKBM pada tahun 2013 hanya Rp. 8.500,- per kapita per bulan. Dengan  premi sebesar Rp.23.000,- dan jumlah peserta JKBM sebanyak 2.751.201 pada tahun 2013 maka jumlah anggaran yang diperlukan untuk pembayaran premi adalah sebesar 759.331.476.000,- dalam satu tahun. Jumlah ini meningkat sebanyak 478.708.974.000,- dibandingkan alokasi anggaran yang hanya 280.622.502.000,- pada tahun 2013.
o. Kurangnya ruang rawat inap Kelas III di semua rumah sakit yang ada di Bali terlebih lagi untuk antisipasi Sistem Jaminan Kesehatan Secara Nasional dimana semua penduduk Indonesia (tanpa melihat KTP-nya) harus mendapat layanan yang sama dengan penduduk setempat.
3. Pekerjaan Umum

Pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum dalam mendukung kesejahteraan masyarakat masih dihadapkan pada permasalahan, seperti diuraikan dibawah ini.
a. Sumber Daya Air
1. Keseimbangan dan distribusi air di Provinsi Bali tidak merata.
2. Meningkatnya kebutuhan air untuk berbagai kepentingan (pertanian, permukiman dan pariwisata).
3. Menurunnya kualitas dan kuantitas air baku air minum.
4. Terjadinya kerusakan pada alur sungai (pendangkalan dan erosi sehingga tidak dapat berfungsi secara optimal.
5. Rehabilitasi jaringan irigasi belum mampu mengimbangi laju degradasi yang terjadi. 

6. Pembangunan daerah irigasi baru terkendala terbatasnya sumber daya lahan.
7. Tingginya alih fungsi lahan yang dapat mengancam mata air. 
8. Terancamnya konservasi di daerah hulu.
9. Belum adanya program insentif dan disinsentif bagi daerah hulu dan hilir.
10. Terjadinya abrasi pantai yang dapat mengancam fasilitas umum, kawasan pertanian, permukiman, pariwisata serta tempat suci.
11. Meningkatnya pendangkalan waduk akibat transport sedimen tidak terkendali.
12. Berkurangnya vegetasi pada daerah tangkapan air hujan.
b. Air Minum dan Sanitasi
1. Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi belum terpenuhi disebabkan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan belum memadai.
2. Pembangunan jaringan dan pengolahan air baku menjadi air minum dari kabupaten yang memiliki surplus air baku membutuhkan biaya yang sangat besar. 

3. Masih diperlukan peningkatan koordinasi dan penguatan kelembagaan pemerintah daerah, dalam pembangunan sarana air minum dan sanitasi lintas kabupaten/kota.
4. Kapasitas tampung TPA sangat terbatas, pembebasan lahan untuk TPA makin sulit, pengelolaan sampah dengan metoda sanitary-landfill tidak terlaksana dengan baik.
5. Pengelolaan sampah  kerjasama antara pemerintah dengan pihak swsta belum berjalan secara optimal. 
6. Pembangunan instalasi pengolahan limbah perpipaan terpusat terkendala lahan yang semakin suluit serta besarnya dana dibutuhkan.
7. Belum ada pihak swasta yang sungguh-sungguh berinvestasi dalam pembangunan sistem penyediaan air minum.
4. Perumahan

Dalam upaya mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan urusan wajib bidang perumahan masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu:

a. Masih dijumpai masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni.
b. Adanya perumahan dan permukiman kumuh dengan kondisi yang tidak sehat.
5. Penataan Ruang
a. Masih ada kabupaten/kota yang belum menetapkan Perda RTRW.  

b. Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) kawasan Strategis Provinsi Bali yang sudah ditetapkan sampai tahun 2012 adalah sebanyak 18 RRTR. 

c. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota sebanyak 23,08% sedang dalam proses penyusunan dari 13 (tiga belas) kawasan yang ditargetkan pada tahun 2013. 

d. Capaian terhadap penurunan jumlah kasus pelanggaran peruntukan ruang/kawasan dan sempadan (pantai, jurang, sungai, dan danau) belum terinventarisasi hingga saat ini. Penyelesaian kasus pelanggaran tata ruang dan jumlah kegiatan sosialisasi Perda Tata Ruang kepada pemangku kepentingan dan masyarakat hingga tahun 2010 masih relatif kecil. 

e. Masih lemahnya penataan regulasi pengaturan ruang, beragamnya pemahaman dalam rangka internalisasi kearifan lokal kedalam penataan ruang, semakin diperlukan upaya pemberdayaan dan perlindungan terhadap maskarakat lokal (indigenous people), diperlukan berbagai kajian pendukung penataan ruang, dan sedikitnya ketersediaan data spasial.

f. Masih tingginya indikasi pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan tata ruang di kabupaten/kota. 

g. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya rencana tata ruang.
h. Belum memadai jumlah dan kompetensi aparatur yang menangani program penataan ruang baik dalam hal perencanaan tata ruang maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

i. Rendahnya persentase permukiman tertata.
6. Perencanaan Pembangunan 

a. Masih rendahnya koordinasi antar SKPD maupun dengan Kabupaten/Kota. 
b. Kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur sebagai unsur pertama atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum optimal.

c. Kurangnya data pendukung yang valid dan reliable.
d. Belum adanya tenaga fungsional perencana.
e. Sistem penyediaan data base untuk perencanaan pembangunan belum optimal.
7. Perhubungan

a. Masih tingginya kecelakaan lalu lintas di Provinsi Bali, dimana rata – rata korban jiwa meninggal akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 1,5 jiwa/hari.
b. Rendahnya penggunaan angkutan umum, dimana pangsa pasar angkutan umum sebesar 5% masih berada jauh dibawah prosentase ideal sebesar 70 % dari total perjalanan.
c. Terjadinya kemacetan lalu lintas dimana kecepatan rata – rata ruas jalan berada di bawah 40 km/jam.
d. Pembangunan jalan baru tidak mampu mengimbangi peningkatan jumlah kendaraan yang  sangat pesat hingga mencapai 12% per tahun, sedangkan pembangunan jalan baru hanya ± 1% per tahun.

e. Masih rendahnya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa layanan angkutan umum.
f. Kemampuan jalan masih terbatas, untuk dibeberapa ruas jalan masih dilalui oleh kendaraan yang melebihi kemampuan jalan. 
g. Penggunaan prasarana jalan banyak yang tidak sesuai dengan fungsinya, akibat pengembangan di sekitar atau sepanjang jalan tidak sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya.
h. Kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana transportasi outlet dalam mendukung aksesbilitas arus barang dan penumpang belum dilaksanakan secara optimal.
i. Kemampuan pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi yang handal dan terintegrasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, keseimbangan pembangunan dan konektivitas antar wilayah, dan mendorong potensi ekonomi di daerah perdesaan masih terbatas.
j. Ketimpangan pembangunan bidang perhubungan udara antara Bali Utara dan Bali Selatan.
k. Tumbuhnya penggunaan transportasi udara antar kabupaten/kota.
8. Lingkungan Hidup

a. Jumlah pengguna Air Bawah Tanah (ABT) (non pengusaha) dan jumlah mata air yang masih aktif hingga  saat ini belum dilakukan pendataan.
b. Masih terjadinya permasalahan banjir, kekeringan, dan kerusakan kualitas tanah.
c. Menurunnya daya dukung air dan potensi sumberdaya mata air.

d. Kualitas air sungai, air laut, air danau, dan mata air di beberapa  lokasi di Bali telah terindikasi terjadi pencemaran oleh bahan-bahan organik dan anorganik yang ditunjukkan oleh terlampauinya baku mutu parameter BOD, COD, Phospat, Nitrat, danTotal Coliform, serta meningkatnya interusi air laut.
e. Rendahnya perlindungan terhadap kawasan hutan sehingga mengakibatkan masih terjadinya kebakaran, perambahan, dan pembibrikan hutan.
f. Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi pengelolaan hutan bagi masyarakat di sekitar hutan.
g. Masih rendahnya tutupan vegetasi hutan.
h. Meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ke atmosfir.
i. Masih kurangnya sosialisasi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
j. Masih panjangnya garis pantai yang mengalami abrasi.  
k. Terjadi degradasi biodiversitas yang semakin meningkat.
l. Masih tingginya status terumbu karang dalam katagori sedang dan buruk.
m. Belum tertanganinya pengelolaan B3 dan limbah B3.
n. Belum optimalnya penanganan sampah.
o. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
p. Pengelolaan lingkungan sesuai dokumen RKL dan RPL Amdal dilakukan secara terus menerus, sehingga pengawasannya perlu ditingkatkan terus.
q. Belum optimalnya kinerja Pos Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH) dan masih kurangnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH).

 r.
1.   Masih ada kabupaten/kota yang belum menetapkan Perda RTRW. 
2. Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) kawasan Strategis Provinsi Bali yang sudah ditetapkan sampai tahun 2012 adalah sebanyak 18 RRTR. 

3. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota sebanyak 23,08% sedang dalam proses penyusunan dari 13 (tiga belas) kawasan yang ditargetkan pada tahun 2013. 

4. Masih lemahnya penaatan regulasi pengaturan ruang, beragamnya pemahaman dalam rangka internalisasi kearifan lokal kedalam penataan ruang, semakin diperlukan upaya pemberdayaan dan perlindungan terhadap maskarakat lokal (indigenous people),diperlukan berbagai kajian pendukung penataan ruang, dan sedikitnya ketersediaan data spasial.
5. Masih tingginya indikasi pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan tata ruang di kabupaten/kota.
6. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya rencana tata ruang.

7. Belum memadai jumlah dan kompetensi aparatur yang menangani program penataan ruang baik dalam hal perencanaan tata ruang maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

8. Rendahnya persentase permukiman tertata.

s.
Belum tersedianya sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi.

9. Pertanahan

a. Masih terdapat tanah aset yang belum memiliki dokumen kepemilikan (sertifikat).

b. Sistem pencatatan aset tanah Pemerintah Provinsi Bali dan SKPD-SKPD belum terkoordinasi dengan baik.

c. Pemanfaatan aset tanah untuk menunjang PAD belum optimal.

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Masih tingginya laju pertumbuhan dan jumlah pertambahan penduduk. 

b. Masih belum sinergisnya kebijakan pengendalian penduduk.
b. Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan.
c. Kurang terkendalinya mobilitas penduduk menuju Bali.
d. Belum terwujudnya pelaksanaan tertib administrasi kependudukan secara mantap.
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan. 

b. Perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan belum siap, khususnya di wilayah perdesaan.

c. Perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan juga masih belum mencukupi.
d. Masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan.
e. Belum efektifnya kelembagaan pengarustamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan.
f. Masih banyaknya pekerja anak, terutama di perdesaan. 

g. Masih kurangnya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. 
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Meningkatnya pertumbuhan penduduk di Bali sebesar hampir dua kali lipat yaitu dari 1,26% dalam satu tahun pada periode 1990-2000 menjadi 2,15% pada periode 2000-2010. 

b. Terjadinya ketimpangan yang cukup tajam dalam hal  pertumbuhan penduduk antar kabupaten/kota di Bali yaitu 4,62% di Kabupaten Badung dan 4,01% di Kota Denpasar, dan hanya sekitar 1,0-1,5% di kabupaten lainnya bahkan kurang dari 1% di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung. 

c. Tingginya arus migrasi masuk dari luar Bali dan tingginya perpindahan penduduk dari kabupaten lain ke Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.

d. Meningkatnya tingkat kelahiran (TFR) di Provinsi Bali.

e. Menurunnya persentase pasangan usia subur yang sedang memakai alat kontrasepsi (current use).

f. Berubahnya pola pemilihan metode kontrasepsi dari metode jangka panjang yang tingkat kelangsungan pemakaiannya (continuation rate) lebih tinggi ke metode jangka pendek yang tingkat kelangsungannya lebih pendek.

g. Belum semua pemerintah kabupaten/kota memiliki kelembagaan yang mantap untuk menangani urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera. (Catatan: 2 kabupaten (Jembrana dan Tabanan) yang menangani urusan KB dan KS yang masih berbentuk kantor dan ada 1 kabupaten (Klungkung) yang urusan KB dan KS digabung 3 urusan lainnya), sehingga kewenangan dan efektifitasnya tidak optimal).
13. Sosial

a. Kemiskinan masih merupakan fenomena kompleks yang bersifat multi dimensional. 

b. Ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterpencilan, dan korban akibat bencana. 

c. Masih kurang efektifnya penyelenggaraan bantuan dan jaminan sosial.
d. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. 

e. Masih banyak anak yang tidak bersekolah, terutama disebabkan oleh kecacatan. 

14. Ketenagakerjaan 

a. Masih rendahnya kompetensi sumberdaya manusia.
b. Terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal.
c. Rendahnya minat pencari kerja pada sektor informal.

d. Tengah terjadi transformasi struktural ketenagakerjaan dari sektor pertanian ke sektor perdagangan, jasa kemasyarakatan dan keuangan. Transformasi tersebut diikuti oleh: 1). peningkatan pekerja di sector formal dan semakin menurunnya pekerja di sektor informal dan 2). peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja yang memiliki latar belakang pendidikan menengah dan atas (SMA, Diploma dan Universitas), meskipun mayoritas pekerja masih didominasi oleh lulusan SD.
e. Pengangguran dengan pendidikan SD dan SMK merupakan kelompok yang memiliki tingkat pengangguran terbesar.
15. Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah

a. Kemampuan SDM koperasi dan UMKM dalam bidang manajemen kewirausahaan dan penguasaan teknologi masih rendah.
b. Kemampuan koperasi dan UMKM untuk mengakses permodalan kelembaga keuangan masih lemah. 

c. Kemampuan pemasaran produk unggulan koperasi dan UMKM masih lemah. 

d. Penyampaian laporan keragaan koperasi dan UMKM dari kabupaten/kota kurang lancar.

e. Petugas Pelaksana Penilai Kesehatan KSP/USP koperasi yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sangat kurang.

16. Penanaman Modal

a. Belum terwujudnya pemerataan investasi antar kabupaten/kota dan antar sektor. 

b. Terbatasnya dana/anggaran yang dialokasikan dalam pelaksanaan promosi baik di dalam maupun di luar negeri. 

c. Kurangnya informasi tentang potensi dan peluang pengembangan investasi. 

d. Kurangnya kesadaran investor untuk memenuhi kewajiban dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e. Kesulitan untuk memantau perkembangan perusahaan disebabkan karena masih adanya investor yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kegiatan perusahaannya.
17. Kebudayaan

a.  Warisan Budaya Bali (DAS Pakerisan, Taman Ayun dan Jatiluwih) menjadi Warisan Budaya Dunia masih perlu terus ditingkatkan penyempurnaannya sesuai dengan permintaan UNESCO.
b. Di beberapa desa pakraman dan subak yang menerima bantuan dalam  penetapan rencana pemanfaatannya tidak sesuai dengan proposal yang diajukan.
18. Kepemudaan dan Olah Raga

a. Belum tumbuhnya budaya olahraga di masyarakat.
b. Belum optimalnya pengembangan olahraga-olahraga tradisional yang dimiliki masyarakat Bali.

c. Sarana dan prasarana serta pelatih dan guru olahraga relatif kurang.

d. Atlet-atlet olahraga yang berprestasi mengharumkan nama Bali perlu mendapatkan perhatian yang khusus agar mereka tidak mudah pindah ke daerah lain.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas deteksi dini.

b. Terbatasnya sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional deteksi dini.

c. Masih seringnya  terjadi bencana sosial yang ditimbulkan oleh adanya tindakan-tindakan kriminal, konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. 

d. Masih rendahnya kewaspadaan dalam pengawasan terhadap penduduk pendatang yang berdampak  pada gangguan ketentraman dan ketertiban  masyarakat. 

e. Belum tersedianya data rawan bencana di 9 (Sembilan) kabupaten/kota.
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminstrasi Keuangan Daerah,
  Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian (Tata Praja)
a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi/mentaati Peraturan Perundang-undangan Daerah. 

b. Terbatasnya jumlah tenaga PPNS baik dari kuantitas maupun kualitas  dan lemahnya koordinasi.
c. Belum optimalnya pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.
d. Rentannya masalah ketentraman masyarakat dan ketertiban umum berkaitan dengan Bali sebagai destinasi wisata utama.
21. Ketahanan Pangan

a. Peningkatan produksi pangan cenderung melandai dan untuk beberapa komuditi terjadi penurunan produksi.
b. Petani tanaman pangan umumnya mengelola lahan relative sempit yaitu kurang dari 0,5 ha/petani.

c. Alih fungsi lahan untuk tanaman pangan secara terus menerus terjadi yang menyebabkan menyempitnya lahan pertanian tanaman pangan.

d. Kelestarian sumber daya air untuk tanaman pangan cenderung mengalami gangguan akibat berkurangnya daerah tangkapan air.

e. Kondisi iklim yang tidak menentu menyebabkan terjadinya pergerseran penanaman, panen, gangguan produksi dan terjadinya banjir, longsor dan kekeringan.

f. Sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana masih lemah.

g. Tingkat konsumsi beras masih relative tinggi yaitu sekitar 116 kg/kapita/tahun,  dengan tingkat diversifikasi pangan masih relative rendah.

h. Belum berkembangnya teknologi pengolahan pangan berbasis tepung umbi- umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya.

i. Masih ada beberapa kasus penggunaan bahan tambahan pangan seperti pengawet, pewarna, pengental yang berbahaya bagi kesehatan.
22. Pemberdayaan Masyarakat Desa 

a. Belum terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas.
b. Masih rendahnya pendapatan sebagaian masyarakat.
c. Masih optimalnya ketersediaan pangan secara merata dan berkelanjutan.
d. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya pangan lokal.
e. Rendahnya akses masyarakat terhadap sumber daya pembangunan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif terutama dalam hal ketrampilan/pengelolaan usaha dan pemasaran produksi.
f. Kondisi prasarana dan sarana desa belum memadai untuk mengembangkan potensi desa.
g. Masih lemahnya kemampuan aparatur pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
h. Belum tersedianya data profil desa (potensi, monografi dan tipologi desa) secara memadai.
i. Lemahnya kerjasama antar desa/kelurahan yang mengakibatkan sering terjadinya konflik dalam pemanfaatan sumber daya.

j. Belum terpadu dan sinerginya program/kegiatan antar sektor, antar lembaga dan antar tingkatan pemerintahan.

23. Statistik

a. Penyajian data belum optimal.
b. Respon SKPD terhadap pentingnya data masih kurang.
24. Kearsipan

a. Kurangnya perhatian terhadap pelaksanaan dan fungsi arsip.
b. Kurangnya dukungan dana untuk mendukung program pengelolaan arsip.
c. Kurangnya sosialisasi kearsipan.
d. Belum tersedianya penyimpanan arsip.
e. Arsip perlu dialihmediakan.
f. Kurangnya prasarana dan sarana arsip.
25. Komunikasi dan Informatika

a. Masih rendahnya kemampuan SDM aparatur pemerintah dalam penguasaan Teknologi Informasi (TI).
b. Keberadaan jumlah menara telekomunikasi (tower) yang ada di Bali sudah melebihi kebutuhan sehingga sangat mengganggu keserasian dan keamanan lingkungan.

26. Perpustakaan

a. Belum terpenuhinya tenaga profesional untuk mengelola perpustakaan.
b. Belum optimalnya pemerataan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat di pelosok perdesaan.
c. Kurangnya sarana prasarana perpustakaan.
d. Masih minimnya tenaga pengelola terdidik dan terlatih yang memiliki kompetensi sebagai tenaga pengelola perpustakaan dan kearsipan.
e. Sampai saat ini dukungan dana sangat kecil dan belum memadai untuk mendukung kegiatan perpustakaan.

B. Urusan Pilihan  

1.  Pertanian

a. Pertanian tanaman pangan
1. Tingginya alih fungsi lahan. 
2. Rendahnya penguasaan lahan oleh petani (rata-rata kurang dari 
0,50 Ha).
3. Kesuburan tanah dan ketersediaan air cenderung menurun.
4. Kelembagaan, permodalan dan ketersediaan sarana prasarana bagi petani terbatas. 
5. Kualitas SDM petani relative rendah dan jumlah penyuluh pertanian lapangan (PPL) belum memadai sehingga adopsi teknologi pertanian belum sesuai harapan.
6. Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), dan perubahan iklim tidak menentu menyebabkan terganggunya proses produksi tanaman yang mengakibatkan hasil tanaman tidak optimal.
7. Perdagangan global/bebas.
b. Peternakan
1. Akses permodalan bagi peternak masih terbatas. 

2. Belum optimalnya pengelolaan simantri sehingga nilai tambah yang  diciptakan belum optimal.

3. Belum optimalnya Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan zoonosis, ancaman terjadinya PHMS dan zoonosis (rabies/AI).

4. PSDSK, belum optimalnya peningkatan populasi, produksi dan produktifitas ternak, penyediaan bibit, masih tingginya pemotongan sapi betina produktif, pengeluaran sapi betina secara illegal.

5. Ketersediaan pakan ternak sangat kurang dan harganya cukup tinggi.

6. Kesadaran masyarakat untuk turut melaksanakan program pengendalian penyakit hewan menular strategis zoonosis masih rendah.

c. Perkebunan

1. Sempitnya kepemilikan lahan perkebunan dan sebagian merupakan petani penggarap. 

2. Produktivitas dan mutu produksi rendah (mayoritas asalan).
3. Selisih harga untuk mutu baik tidak signifikan. 

4. Akses pasar dan pembiayaan masih kurang. 

5. Kelembagaan belum optimal dan komitmen petani lemah. 

6. Belum optimalnya industri pengolahan hasil perkebunan, dan sebagian besar produk perkebunan dijual dalam bentuk gelondongan sehingga nilai tambah produk ini tidak bisa dinikmati oleh petani Bali.

2. Kehutanan

a. Tingginya tekanan terhadap hutan baik berupa pemanfaatan hutan untuk kegiatan non kehutanan maupun kerawanan kawasan hutan berupa penebangan liar dan peredaran hasil hutan illegal, penyerobotan kawasan hutan  dan kebakaran hutan. Disamping itu luasnya kawasan hutan yang perlu mendapat rehabilitasi dengan lokasi tersebar pada semua tipe dan fungsi hutan.

b. Penanganan keamanan hutan sering tumpang tindih dan saling lempar tanggung jawab antara instansi satu dengan yang lainnya.

c. Prilaku masyarakat di sekitar kawasan hutan masih rendah dan pemberdayaannya belum ditangani secara terpadu, sehingga peran serta dalam pembangunan kehutanan sering menimbulkan konflik kepentingan. 

d. Belum tuntasnya penataan otonomi dibidang kehutanan, mengakibatkan  terhambatnya penataan kelembagaan dan penataan mekanisme koordinasi antar instansi yang menangani kehutanan baik Pusat, Provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga sering terjadi tumpang tindih dan kerancuan pelaksanaan kegiatan.
3. Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Belum ditetapkannya Wilayah Pertambangan (WP).

b. Belum ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan bidang ESDM, sebagai tindak lanjut dari UU No. 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara.
c. Masih minimnya data potensi kebencanaan geologi dan upaya reklamasi kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan.
d. Berkurangnya daerah resapan dan perlunya upaya pemantauan dan konservasi air tanah melalui pembuatan sumur pantau, sumur resapan dan biopori.

e. Masih adanya pengambilan air tanah secara berlebihan dan belum berijin, usaha pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan sehingga sering terjadi tanah longsor yang berakibat kerugian harta benda dan korban jiwa.

f. Masih rendahnya rasio elektrifikasi, keterbatasan daya listrik di daerah serta target untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan.

g. Perlunya koordinasi dan sinkronisasi lebih lanjut antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam penanganan sektor ESDM.
4. Pariwisata

a. Adanya Biro Perjalanan Wisata (BPW) illegal yang disebabkan ditutupnya ijin BPW.
b. Adanya pramuwisata illegal yang disebabkan pengelola objek wisata kurang koperatif.
c. Indikasi penurunan lama tinggal wisatawan mancanegara, penurunan rata rata pengeluaran wisman per orang/perhari, rata rata tingkat hunian hotel wisman. Hal ini karena pariwisata sangat rentan terhadap berbagai isu seperti isu politik, keamanan, kesehatan dan lain-lain baik disebabkan faKtor internal maupun eksternal.
5. Kelautan dan Perikanan

Dalam melaksanakan program kegiatan bidang kelautan dan perikanan selama lima tahun terakhir ini guna mewujudkan tujuan serta sasaran yang dicapai ada beberapa permasalahan yang dihadapi yang belum dapat diselesaikan dan memerlukan perhatian serta tindak lanjut dimasa yang akan datang antara lain:

a. Kurangnya persediaan benih bagi masyarakat sebagai akibat dari kurangnya sarana dan prasarana pembenihan serta lemahnya kelembagaan dan sumber daya manusia.

b. Lemahnya permodalan yang dimiliki oleh para petani ikan menyebabkan sekala usaha yang dilakukan kurang menguntungkan.

c. Harga pakan yang mahal menyebabkan para petani pembudidaya sering mengalami kerugian sehingga tidak sedikit yang menghentikan usahanya.

d. Lemahnya pemasaran sebagai akibat dari terbatasnya kemampuan para petani untuk menembus rantai pasar dengan kata lain tidak memiliki akses pasar.

e. Sarana dan prasarana penangkapan ikan yang digunakan para petani nelayan sebagian besar bersifat tradisional sehingga luas wilayah dan hasil tangkapan terbatas yang pada akhirnya menyebabkan pendapatan para nelayan rendah.
6. Perdagangan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan maupun program kegiatan dibidang perdagangan antara lain adalah:

a. Daya saing produk-produk yang dihasilkan daerah terutama produk untuk ekspor masih perlu lebih ditingkatkan sehingga mampu bersaing dipasaran luar negeri.

b. Informasi pasar masih lemah sehingga mempengaruhi persediaan dan kebutuhan akan barang dan jasa bagi masyarakat serta distribusinya.

c. Prasarana dan sarana pemasaran terutama pasar tradisional dan tempat-tempat promosi kurang memadai dan terbatas.
d. Perlindungan serta kecintaan terhadap produksi dalam negeri masih lemah sehingga usaha dalam negeri kurang berkembang. 

e. Lemahnya permodalan menyebabkan usaha kurang berkembang.
7. Industri

Adapun permasalahan yang dijumpai selama pelaksanaan kebijakan dan program   industri kecil,menengah dan kerajinan rumah tangga adalah :

a. Terbatasnya bahan baku lokal, sehingga didatangkan dari daerah lain.
b. Lemahnya daya saing mutu produk komoditi ekspor daerah Bali untuk bersaing di pasar internasional.
c. Belum terdaftarnya hasil produk/desain dalam HAKI.
d. Kualitas SDM masih rendah.
e. Terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi oleh para pengrajin.
8. Ketransmigrasian 

a. Banyaknya calon transmigrasi yang sudah terdaftar belum bisa diberangkatkan karena target yang diberikan terbatas.
b. Keterlambatan penentuan lokasi penempatan transmigrasi.
c. Keterlambatan pembagian fasilitas umum di daerah penempatan.
d. Lahan usaha di daerah penempatan sering diklaim oleh penduduk setempat.
e. Proses penyelesaian kerjasama antar daerah sering terlambat dari jadwal yang ditentukan.
4.2.  Isu-isu Strategis 
Berdasarkan permasalahan pembangunan yang ada, dan melihat Bali sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia serta sebagai etalase bagi masyarakat internasional, maka perlu dilakukan identifikasi isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan pemecahan, seperti di uraikan di bawah ini.
1. 
Masalah Kependudukan

Masalah pertumbuhan penduduk serta ketimpangan pertumbuhan antar kabupaten/kota adalah isu yang paling strategis bagi kondisi Bali di masa mendatang. Masalah kependudukan akan menjadi sumber berbagai masalah yang sudah dan akan terjadi di Bali, antara lain:  masalah infrastruktur, perumahan, alih fungsi lahan, tata ruang, sosial-budaya, kriminalitas, layanan kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya. Pertumbuhan penduduk di Bali meningkat hampir dua kali lipat yaitu dari 1,26% dalam satu tahun pada periode 1990-2000 menjadi 2,15% pada periode 2000-2010. Selain itu, juga terjadi ketimpangan yang cukup tajam dalam hal  pertumbuhan penduduk antar kabupaten/kota di Bali yaitu 4,62% di Kabupaten Badung dan 4,01% di Kota Denpasar, dan hanya sekitar 1,0-1,5% di kabupaten lainnya bahkan kurang dari 1% di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung. Bila laju pertumbuhan penduduk per kabupaten/kota di Bali masih tetap sama dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2000-2010 maka perkiraan jumlah penduduk Bali pada tahun 2020 akan mencapai 4.727.270 jiwa, dimana penduduk Kota Denpasar akan melampaui jumlah 1 juta jiwa. Tingginya pertumbuhan penduduk disebabkan oleh karena tingginya arus migrasi masuk dari luar Bali dan tingginya perpindahan penduduk dari kabupaten lain ke Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dan juga karena meningkatnya angka kelahiran. Dalam 10 tahun terakhir TFR (angka kelahiran total) di Bali mengalami peningkatan dari 2,10 menjadi 2,30, sedangkan TFR pada tahun 1997 pernah mencapai 1,89. Meningkatnya angka kelahiran disebabkan karena menurunnya persentase pasangan usia subur yang sedang memakai alat kontrasepsi (current use) dan berubahnya pola pemilihan metode kontrasepsi dari metode jangka panjang yang tingkat kelangsungan pemakaiannya (continuation rate) lebih tinggi ke metode jangka pendek yang tingkat kelangsungannya lebih pendek. Pada tahun-tahun 1990-2000 current contraceptive use di Bali biasanya berada di kisaran 74% dan berada pada urutan nomer satu atau nomer dua secara nasional, tetapi sejak tahun 2000-an, pemakaian kontrasepsi terus menurun menjadi 67,2% (2007), menjadi 64,3% (2010) dan menjadi 59,6% (2012).
2. Peningkatan Inflasi


Diperkirakan dengan adanya rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh Pemerintah, tentu akan berdampak terhadap terjadinya kenaikan tingkat inflasi di Bali. Dilihat dari data tahun 2008-2013, laju inflasi di Bali sangat bervariasi, dimana pada tahun 2008 inflansi di Bali sangat tinggi yaitu sebesar 9,8, sedangkan pada tahun 2012 inflansi yang terjadi rendah yaitu sebesar 4,71. Tetapi pada triwulan I tahun 2013 inflasi di Bali telah menembus angka 6,47, sehingga dengan adanya kenaikan harga BBM tersebut diprediksi akan dapat menyebabkan terjadinya  kenaikan kembali inflasi. Hal ini bila tidak diantisipasi dengan segera, secara tidak langsung dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin di Bali.    

3. Kualitas Daya Saing Daerah yang Belum Optimal
Dalam menyambut AFTA 2015, salah satu faktor yang sangat menunjang keberhasilan dalam persaingan itu adalah faktor sumber daya manusia. Bagi Provinsi Bali peningkatan sumberdaya manusia merupakan syarat utama untuk dapat ikut secara aktif dalam persaingan bebas tersebut. Diperkirakan rendahnya kualitas daya saing dan rendahnya jiwa kewirausahaan penduduk Bali merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan kekurangansiapan penduduk Bali dalam persaingan dimaksud. Hal ini dapat menyebabkan akan semakin meningkatnya arus migrasi ke Bali dan berdampak pada terjadinya peningkatan penjualan lahan-lahan pertanian kepada pengusaha dari luar Bali. 
Bila masalah ini tidak dicari jalan keluarnya maka diperkirakan dalam 20 tahun ke depan ungkapan bahwa penduduk Bali hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri semakin menjadi kenyataan. Tantangan yang muncul adalah pengangguran di kalangan generasi muda cenderung semakin meningkat, sejalan dengan meningkatnya jumlah pencari kerja.
4. Adanya Disparitas Tingkat Kemiskinan Antar Daerah

Kemajuan pembangunan di masing-masing wilayah kabupaten/kota sangat ditentukan oleh sumber-sumber dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Kabupaten/kota yang kaya sumber atau potensi ekonomi akan memiliki peluang berkembang lebih cepat ketimbang kabupaten/kota yang tergolong daerah miskin. Misalnya Kabupaten Badung yang memiliki potensi besar dalam pengembangan kegiatan pariwisata, Kabupaten Gianyar yang memiliki potensi dalam kegiatan industri kecil, dan Kabupaten Tabanan di sektor pertanian. Sementara itu, Kabupaten Karangasem atau Kabupaten Bangli memiliki sumber atau potensi ekonomi yang relatif terbatas sehingga akan menghambat laju pertumbuhan ekonominya. Pada tahun 2011 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem hanya sebesar 5,19 persen per tahun, sedangkan Kabupaten Bangli tumbuh dengan 5,84 persen per tahun. Pada tahun yang sama, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali mencapai 6,49 persen per tahun, Kabupaten Tabanan hampir mencapai 5,82 persen, Kabupaten Badung dan Gianyar masing-masing sebesar 6,69 persen dan 6,76 persen per tahun. Proporsi rumah tangga miskin terendah dijumpai di Kota Denpasar sedangkan proporsi rumah tangga termiskin hingga saat ini masih berada di  Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng.
5. Kesehatan
Isu kesehatan yang akan dihadapi di masa depan akan semakin kompleks. Hal ini disebabkan adanya transisi epidemiologi penyakit di Bali. Kejadian beberapa penyakit infeksi masih cukup banyak seperti misalnya TBC, demam dengue, diare, infeksi saluran nafas akut, dan lain-lainnya. Sementara itu penyakit-penyakit infeksi baru (new emerging diseases) akan mengalami peningkatan pula, seperti misalnya SARS, flu burung, HIV/AIDS, dan lain-lainnya. Penyakit-penyakit sebagai akibat perilaku juga akan terus meningkat seperti misalnya penyakit-penyakit yang muncul karena kecanduan alkohol, narkoba, merokok, kegemukan dan lain-lainnya. Kejadian penyakit-penyakit degeneratif seperti misalnya penyakit jantung koroner, stroke, dan kanker juga akan terus meningkat. Masalah lain yang juga akan terus meningkat adalah kesakitan dan kematian sebagai akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Permasalahan kesehatan lainnya kedepan adalah beban biaya layanan kesehatan bagi masyarakat yang semakin besar. Permasalahan ini akan terus  meningkat karena semakin melebarnya kesenjangan antara peningkatan biaya pelayanan kesehatan dengan peningkatan penghasilan penduduk. Oleh karena penyakit-penyakit menahun (khronis) akan semakin dominan dan memerlukan masa perawatan panjang dengan biaya lebih tinggi, maka beban pembiayaan kesehatan bagi masyarakat akan semakin meningkat. Isu lainnya adalah adanya masa transisi sistim jaminan kesehatan dari JKBM ke Jaminan Kesehatan Nasional. Besarnya premi pada Jaminan Kesehatan Nasional telah dirancang sebesar  Rp. 23.000,- per kapita per bulan sedangkan besarnya premi dalam Program JKBM pada tahun 2013 hanya Rp. 8.500,- per kapita per bulan. Dengan  premi sebesar Rp.23.000,- dan jumlah peserta JKBM sebanyak 2.751.201 pada tahun 2013 maka jumlah anggaran yang diperlukan untuk pembayaran premi adalah sebesar 759.331.476.000,- dalam satu tahun. Jumlah ini meningkat sebanyak 478.708.974.000,- dibandingkan alokasi anggaran yang hanya 280.622.502.000,- pada tahun 2013. Isu lainnya adalah kurangnya ruang rawat inap Kelas III di semua rumah sakit yang ada di Bali terlebih lagi untuk antisipasi Sistem Jaminan Kesehatan Secara Nasional dimana semua penduduk Indonesia (tanpa melihat KTP-nya) harus mendapat layanan yang sama dengan penduduk setempat. 

6. Terjadinya Kerusakan Sumber Daya Hutan

Luas kawasan hutan di Provinsi Bali 130.686,01 Ha atau sebesar 23,19% dari luas wilayah dan masih berada dibawah kondisi ideal. Luas lahan kritis (kategori sangat kritis dan kritis) di Bali pada tahun 2012 mencapai 51.107,26 ha atau 9,1% dari luas wilayah. Di dalam kawasan hutan dijumpai adanya lahan kritis seluas 18.450,32 Ha dengan rincian 2.240 Ha sangat kritis, 16.210,32 Ha dalam kondisi kritis. Sedangkan di luar kawasan hutan seluas 32.656,94 Ha dengan rincian 1.000 Ha sangat kritis, 31.656,94 Ha dalam kondisi kritis. Permasalahan hutan yang menonjol di Bali adalah kebakaran hutan, penebangan liar dan pembibrikan/perambahan/pelanggaran hutan. Pada tahun 2012, luas kerusakan hutan akibat kebakaran dan pembibrikan/ perambahan hutan mencapai 7.361,31 ha.

7. Menurunnya Potensi Sumber Daya Air

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya mempertahankan potensi sumber daya air adalah: Sumber daya air belum mendapatkan proteksi yang cukup untuk menghindari semakin langkanya air bersih; Ketersediaan sumber daya air dari waktu ke waktu relatif tetap sesuai dengan daur ulang hidrologi; Adanya kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), banjir dan kekeringan. Saat ini terdapat 34 buah sungai telah berada dalam kondisi kritis berupa banjir, erosi dan pendangkalan di hulu dan di hilir. Banjir sering terjadi di Bali Utara bagian Barat dan sebagian Bali Selatan dengan sifat banjir puncak banjir cepat waktu konsentrasi pendek dan daya rusaknya tinggi dan dinamika pembangunan di Bali cukup tinggi. Dengan jumlah penduduk Bali tahun 2011  yang berjumlah 3.971.257 jiwa dan pertumbuhan sektor pariwisata yang pesat dibandingkan dengan persediaan air tanah yang terpusat di Bali Selatan akan cenderung terjadi penurunan muka air tanah akibat pengambilan yang berlebihan.
8. Tingginya Pencemaran Air dan Udara
· Pencemaran Air

Meningkatnya pencemaran sumber-sumber air oleh limbah buangan terutama yang berasal dari aktifitas manusia, salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mempertahankan kualitas air tetap baik sesuai dengan peruntukannya adalah dengan mencegah dan mengendalikan masukan bahan-bahan pencemar terutama yang berasal dari kegiatan manusia.
· Pencemaran Udara

a) Dengan meningkatnya aktifitas kendaraan bermotor, industri, dan kegiatan lainnya berpotensi menghasilkan gas emisi ke udara. 

b) Masih beredar dan dimanfaatkannya referigrant yang tidak ramah lingkungan (Bahan Perusak Ozon) pada penggunaan pendingin ruangan, kulkas, dan sebagainya.

c) Berdasarkan analisis baseline data dari tahun 2010 sampai dengan 2020 ditemukan bahwa total emisi kumulatif dari lima sektor kegiatan (pertanian, kehutanan, energi, transportasi, dan limbah) adalah sebesar 121.416.108 t CO2eq  dengan  total emisi setelah dilakukan mitigasi sebesar 106.495.534 t CO2eq. Dengan demkian jumlah  emisi GRK yang dapat dikurangi hingga tahun 2020 diperkirakan sebesar 14.920.575 t CO2-eq atau sebesar 12,29%. Fenomena tersebut membutuhkan berbagai program prioritas untuk meningkatkan upaya mitigasi terhadap GRK.
9. Menurunnya Kualitas Lingkungan Pesisir dan Laut
Ekosistem utama pesisir dan laut di Provinsi Bali adalah terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Dalam dekade belakangan ini telah terjadi penurunan kualitas ekosistem pesisir dan laut yang disebabkan oleh faktor alami dan dampak aktifitas manusia (Antrophogenic). Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut disebabkan oleh perubahan ekosistem di kawasan hulu dan tengah.

10. Meningkatnya Sampah dan Limbah

Meningkatnya sampah dan limbah dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas yang mereka lakukan. Jumlah penduduk akan berkorelasi positif dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Kuantitas dan kualitas sampah dan limbah akan semakin meningkat. Hal ini berkaitan dengan daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi yang meningkat. 
Volume sampah yang dihasilkan oleh kabupaten/kota yang ada di Bali sangat bervariasi. Kota Denpasar sebagai penghasil sampah terbesar (1.904 m3/hari), kemudian disusul oleh Kabupaten Badung (1.151 m3/hari), Buleleng (322 m3/hari), Gianyar (415 m3/hari), Tabanan (331 m3/hari), Jembrana (281 m3/hari), kemudian disusul Klungkung (150 m3/hari), Karangasem (120 m3/hari) dan Bangli (124 m3/hari). 
Jumlah sampah yang dihasilkan tidak diimbangi dengan kualitas dan kuantitas peralatan dan teknologi yang memadai. Pengelolaan sampah TPA hanya di beberapa kabupaten saja yang sudah mulai menerapkan system sanitary landfill yang baik. Tetapi pada umumnya masih belum optimal mengatasi peningkatan jumlah volume sampah yang meningkat. Disamping itu masih banyak TPS atau TPA di berbagai lokasi di Bali menggunakan sistem “open dumping”, sehingga sampah masih tercampur dan belum dilakukan pemilahan dari sumbernya. Beberapa daerah belum mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah yang memadai mengingat sarana dan prasarana yang terbatas.
11. Terjadinya Abrasi Pantai

Abrasi pantai yang terjadi di Bali hampir menyeluruh di semua Kabupaten yang memiliki pantai. Panjang pantai yang mengalami abrasi 102,470 km (23% dari total pantai yang mempunyai panjang 437,70 km) dengan lajur abrasi yang berbeda-beda. Pantai-pantai yang mengalami abrasi meliputi Kabupaten Buleleng sepanjang 30,560 km, Jembrana 7,510 km, Tabanan 12,500 km, Badung 16,500 km, Denpasar 10,000 km, Klungkung 12,600 km, Gianyar 6,500 km dan Karangasem 6,300 km.
12. Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
Alih fungsi lahan sawah yang terjadi di Bali dalam 11 tahun terakhir rata-rata sekitar 0,5% per tahun dan apabila dilihat lima tahun terakhir, terjadi penurunan alih fungsi lahan sawah sebesar 0,18% pertahun. Alih fungsi lahan sawah ini terutama terjadi di kabupaten yang memiliki pembangunan yang pesat akibat perkembangan pariwisata, seperti di Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar.
Konflik dan pelanggaran pemanfaatan lahan terjadi pada akhir-akhir ini terutama yang terkait dengan ruang yang diperuntukkan bagi masyarakat banyak (public). Diantaranya adalah konflik pemanfaatan lahan Loloan, konflik pemanfaatan ruang terbuka hijau, konflik pemanfaatan ruang pesisir/pantai. Masyarakat memanfaatkan ruang tersebut untuk berbagai kepentingan yang telah berjalan secara turun temurun, sedangkan investor memanfaatkan untuk fasilitas pariwisata. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi kerancuan pemanfaatan ruang yang diklaim masyarakat dan investor. 
Untuk itu sangat diperlukannya kejelasan, ketegasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang/lahan.
13. Terancamnya Keberadaan Sumber Daya Hayati
Bali memiliki berbagai plasma nutfah hewan dan tanaman yang kondisinya mulai mengalami tekanan bahkan ada yang sudah dalam katagori sangat kritis. MDGs telah menekankan bahwa pemerintah harus mengupayakan menghambat terjadinya kehilangan sumberdaya hayati. Kambing gembrong, itik bali, babi bali, lembu putih, kakatua jambul kuning, jalak bali, dan ikan mola-mola adalah beberapa sumberdaya hayati yang perlu mendapatkan perhatian, demikian pula dengan tanaman wani, jeruk bali, salak bali dan sebagainya yang juga merupakan kekayaan hayati Bali.
14. Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Masih Rendah
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih dalam tataran teoritis dan belum sepenuhnya dapat diimplementasikan. Salah satu permasalahannya adalah masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Untuk itu dibutuhkan upaya untuk meningkatkan upaya kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui pengembangan Desa Sadar Lingkungan (DSL), Program Sekolah Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Sad Kertih, Karya Tulis Lingkungan, dan pelatihan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah (3R).

Secara umum masyarakat sudah memiliki pengetahuan tentang lingkungan hidup namun masih sangat terbatas, karena sumber informasi menjadi salah satu faktor penting bagi kesadaran dan pola perubahan prilaku masyarakat terhadap lingkungan sementara pemerintah daerah hanya memiliki informasi yang bersifat parsial. Untuk itu diperlukan pembentukan sistem informasi yang terintegrasi dalam hal ini informasi yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat.
15. Bencana Alam
Bencana alam belakangan ini sering terjadi antara lain tanah longsor, banjir, gempa bumi, puting beliung, erupsi gunung berapi, arus laut dan gelombang tinggi, kebakaran hutan, dan lain-lain. Selain itu provinsi Bali juga rawan untuk terjadinya tsunami.
16. Terbatasnya Persediaan Energi Listrik

Sering terjadinya pemadaman listrik hampir setiap hari akibat keterbatasan persediaan dan tingginya permintaan, pada akhir 2012 intensitas pemadaman listrik akan semakin sering. Kebutuhan energi listrik meningkat sangat tajam dari tahun ketahun mencapai 8,7% setiap tahun, pada tahun 2011 telah terjadi surplus energi listrik sebesar 96,5 MW (13,4%). 
Tahun 2013 daya mampu yang tersedia sebesar 703 MW, sementara beban puncak sebesar 660 MW. Kondisi ini cukup kritis bila diperhitungkan cadangan sebesar 30%.
17. Belum Optimalnya Sektor Perhubungan (Darat, Laut dan Udara)
Walaupun kini sudah dibangun jalan TOL Bali Mandara sebagai alternative pemecah permasalahan transportasi di wilayah bali selatan, tetapi karena pemusatan aktivitas pembangunan Bali tetap dikembangkan di Wilayah Bali Selatan yaitu: Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan, maka permasalahan transportasi tetap merupakan isu strategis bagi  wilayah tersebut. Dari keempat kabupaten/kota yang ada disana, pemusatan aktivitas terbesar terjadi di Kota Denpasar dan Badung Selatan. Hal tersebut telah menyebabkan besarnya produksi dan tarikan perjalanan dari/ke Denpasar dan Badung Selatan, atau ke wilayah sekitarnya seperti Tabanan atau Kabupaten Gianyar. Pergerakan yang terjadi bersifat menerus (external-externalmovement) dimana pada jam-jam tertentu akan dapat menyebabkan kemacetan yang cukup vital. Rata-rata korban jiwa meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Bali mencapai 1,5 jiwa/hari. 
Untuk itu pengembangan/pembangunan sektor transportasi di Provinsi Bali, dihadapkan akan berbagai isu, yakni antara lain: 

a. Pengembangan dan penataan akses jaringan transportasi, khususnya untuk mendorong keseimbangan/pemerataan pertumbuhan  ekonomi di wilayah  Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat melalui pengembangan kapasitas jaringan jalan, pengembangan pelabuhan seperti pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Amed – Ampenan dan bandar udara baru. 

b. Secara keseluruhan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi Bali sangat terbatas dalam mengantisipasi peningkatan arus penumpang dan barang di masa yang akan datang, sehingga peningkatan/Optimalisasi Kapasitas Jaringan Jalan dan Transportasi Outlet (Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Pelabuhan Penyeberangan Lintas Gilimanuk – Ketapang, dan Padangbai – Lembar, Pelabuhan Cruise Tanah Ampo,dll) dipandang perlu untuk dilaksanakan;

c. Perbaikan kualitas dan kuatitas jasa pelayanan angkutan umum, khususnya di daerah perkotaan dalam mengatasi kemacetan, khususnya di Daerah Bali Selatan melalui optimalisasi penyelenggaraan angkutan umum terintegrasi (Trans SARBAGITA).
18. Kerjasama Antar Daerah 

Kerjasama antar daerah dirasakan belum optimal dalam bidang kelautan dan perikanan, transmigrasi, infrastruktur, perdagangan, keamanan (MP3EI Koridor V) dan lain-lain.
19. Keamanan
Isu strategis lainnya yang perlu mendapat perhatian serius adalah tentang keamanan di Bali. Pada tahun-tahun mendatang diperkirakan akan banyak terjadi kegiatan bersifat internasional maupun nasional yang dilaksanakan di Bali. Seperti diketahui bahwa keamanan merupakan isu yang sangat sensitif bagi perkembangan pariwisata. Disamping itu masih adanya ancaman teroris yang menuntut untuk selalu waspada dan mengupayakan pencegahan aksi terorisme. Lebih-lebih daerah Bali yang merupakan daerah tujuan wisata terkenal dan sangat banyak dikunjungi wisatawan asing yang menjadi incaran para pelaku teror untuk melakukan aksi terorisme, sehingga keamanan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam menjamin kenyamanan para wisatawan dan ketertiban dimasyarakat. 

Globalisasi melahirkan pemahaman baru tentang keamanan. Bali yang tidak bisa lepas dari pengaruh Globalisasi, dituntut menyesuaikan dengan pemahaman baru itu. Keamanan saat ini dan kedepan adalah keamanan yang komprehensif (comprehensive security), yang menyentuh seluruh aspek kehidupan menuju human security. Kebutuhan akan hal ini akan menjadi tuntutan dunia internasional terhadap Bali, dan menjadi tuntutan dunia pariwisata. 
Tuntutan ini berkaitan dengan perkembangan ancaman yang tidak hanya sekedar ancaman tradisional (traditional threat), yaitu ancaman militer, namun telah berubah menjadi ancaman non-tradisional (non traditional threat), yaitu ancaman nir militer atau ancaman yang dapat menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. 
Ancaman itu dapat berupa kejahatan trans-nasional terorganisasi, konflik berdasar identitas, terrorisme yang dimotori oleh radikalisme yang bersifat transnasional dan dipacu oleh frustasi akibat perasaan-perasan kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, “xenophobia”, ketidak amanan akibat globalisasi, imigran gelap, separasi politik, tuntutan solidaritas agama, yang dimanipulasi oleh kaum ekstremis, fanatik, fundamentalis, dan kelom​pok radikalis.
20.  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Iptek (termasuk seni), tantangan yang dihadapi antara lain: lemahnya kelembagaan penelitian, terbatasnya sumber daya manusia peneliti, dan belum terealisasinya anggaran penelitian dan pengembangan sekurang-kurangnya 1% dari APBD seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007. Mengingat rendahnya pembiayaan, maka sistem pengembangan Iptek menjadi sangat lemah dan mekanisme intermediasi Iptek menjadi tidak optimal. 
Hal tersebut terlihat dari hasil pembangunan Iptek belum menjadi teknologi yang siap pakai untuk difungsikan dalam sistem produksi, masih lemahnya sinergi kebijakan Iptek, serta belum adanya keterkaitan antara kegiatan riset dengan kebutuhan nyata masyarakat. 
Situasi ini menyebabkan disefisiensi yang tinggi sebagai akibat duplikasi beberapa penelitian. Tantangan lainnya yaitu kemajuan Iptek sering berdampak pada munculnya berbagai isu lingkungan dan kesehatan manusia.  Kemajuan teknologi seperti teknologi informasi dan lainnya dapat berpengaruh terhadap menurunnya peradaban dan kebudayaan bangsa.
21.  Prediksi Kondisi Makro Ekonomi Tahun 2013-2018
Prediksi kondisi makro ekonomi Bali tahun 2013-2018 berdasarkan hasil analisis Tim Makro Ekonomi Provinsi Bali adalah seperti disajikan pada Tabel 4.1. Proyeksi  pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dalam 5 tahun ke depan dengan memakai model makro ekonomi menunjukkan bahwa perkiraan moderat diprediksikan mencapai 8,2% pada tahun 2018. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar itu diperlukan investasi sekitar 83,8 triliun pada tahun 2018. Bila hal ini tercapai, maka diharapkan bisa menurunkan persentase penduduk miskin menjadi 3,68%, atau sebanyak 157,8 ribu jiwa, tingkat pengangguran sebesar 1,40%, atau sebanyak 40,6 ribu jiwa, gini ratio sebesar 0,269 dan IPM sebesar 76,5.
Tantangan yang dihadapi untuk menurunkan penduduk miskin dalam kondisi seperti saat ini, dimana persentase penduduk miskin di Bali sudah cukup rendah (4,49% pada tahun 2013) adalah kemiskinan yang dikenal dengan istilah hard rock poverty, yaitu suatu fenomena dimana penduduk miskin tersebut termasuk kelompok yang sangat sulit untuk dientaskan. Selain itu, juga disebabkan oleh tingginya arus migrasi yang pada umumnya adalah penduduk miskin. 
Tabel 4.1

Prediksi Makro Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2014-2018

	Indikator Makro Ekonomi

	Uraian
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)
	4.056,3
	4.104,9
	4.152,8
	4.200,1
	4.246,5
	4.292,2

	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
	6,05
	6,4

 (6,08-6,73)
	6,8 

(6,44-7,13)
	7,2

(6,83-7,56)
	7,7

(7,29-8,07)
	8,2

(7,76 - 8,59)

	Kemiskinan (%)
	4,49
	3,88

(3,90-3,82)
	3,84

(3,86-3,78)
	3,81

(3,83-3,75)
	3,77

(3,79-3,71)
	3,74

(3,75 - 3,68)

	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)
	186,53
	161,0
	160,97
	160,3
	157,83
	157,0

	Tingkat Pengangguran (%)
	1,79
	1,76

(1,78-1,73)
	1,67

(1,69-1,64)
	1,59

(1,61-1,56)
	1,48

(1,50-1,46)
	1,40

(1,42-1,37)

	Gini Ratio
	0,403
	0,361
(0,367-0,356)
	0,340

(0,346-0,333)
	0,318

(0,325-0,310)
	0,294

(0,303-0,285)
	0,269

(0,279 - 0,258)

	IPM
	73,49*)
	74,6

(74,46-74,67)
	75,1

(74,91-75,22)
	75,5

(75,35-75,75)
	76,0

(75,78-76,26)
	76,5

(76,20 - 76,76)

	Investasi (Triliun Rp.)
	33,411

	39,885

	47,996

	58,253


	69,549

	83,832



	Jumlah Ekspor (juta US$)
	594.60


	616.54


	644.31


	673.24


	703.88


	745.90




Sumber: Tim Makro Ekonomi Provinsi Bali
Catatan: *) Data Tahun 2012


     ( ) Proyeksi pesimis-optimis
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